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Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam layanan 

keimigrasian di bidang pemberian Visa, perlu dilakukan 

penyesuaian terhadap prosedur teknis permohonan dan 

penerbitan persetujuan Visa bagi pelajar/mahasiswa; 

b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa 

dan Cap Student Visa tidak sesuai dengan kebutuhan 

hukum di bidang layanan keimigrasian sehingga perlu 

dicabut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penerbitan 

Student Visa dan Cap Student Visa; 
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Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang 

Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5216); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5894); 

5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1135);  
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7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan 

dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal 

Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 

2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan 

Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2061); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN 

HAK ASASI MANUSIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG 

PENERBITAN STUDENT VISA DAN CAP STUDENT VISA.  

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 52 

Tahun 2016 tentang Penerbitan Student Visa dan Cap Student 

Visa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2062) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Januari 2020 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Januari 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 
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WIDODO EKATJAHJANA 
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